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Abstrak
Penelitian ini membahas penerapan good corporate governance (GCG) di organisasi nirlaba dan
organisasi profit oriented, yaitu pada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central Asia Tbk.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama penerapan good
corporate governance (GCG) yang diterapkan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan. Tetapi prinsip independensi belum dapat
diterapkan dengan baik. Kedua, penerapan good corporate governance (GCG) pada Bank Central Asia
Tbk sudah menerapkan kelima prinsip dengan baik. Ketiga, perbedaan penerapan good corporate
governance (GCG) antara Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central Asia Tbk ada pada
kelima prinsipnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan
kesetaraan.
Kata kunci: good corporate governance, organisasi nirlaba, organisasi profit oriented, transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.
Abstract
This research discusses the application of good cooperate governance (GCG) in a nonprofit
organization and profit oriented organization, namely St. Peter’s Parish Catholic Church (Gereja Katolik
Paroki Santo Petrus) and Bank Central Asia Tbk. This research is a qualitative research. The data were
collected by using interviews, observations and documentations  method. The result showed that the first
application of good corporate governance (GCG) applied by St. Peter’s Parish Catholic Church is
transparency, accountability, responsibility, fairness. But the principle of independence cannot be applied
properly. Second, the application of GCG at Bank Central Asia Tbk has applied the five principles well.
Third, the difference of the application of GCG between St. Peter’s Parish Catholic Church and Bank
Central Asia Tbk. Is in the fifth principles namely, transparency, accountability, responsibility, fairness.
KeyWords: good corporate governance, nonprofit organization, profit oriented organization,
transparency, accountability, responsibility, independence, fairness.
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang
digunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk mengatur, mengawasi, dan
menyeimbangkan pola hubungan antar pemilik dan stakeholder. GCG tidak hanya
diterapkan oleh organisasi profit, tetapi diterapkan juga pada organisasi nirlaba.
Gereja merupakan salah satu organisasi nirlaba pada bidang keagamaan yang digunakan
oleh umat kristiani untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Gereja juga merupakan
organisasi keagamaan yang dalam kenyataannya tidak luput dari kasus korupsi. Ada
beberapa kasus seorang/sekelompok orang yang menyalahgunakan gereja, dengan
menggunakan nama gereja sebagai topeng untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya
sendiri serta kelompoknya.
2Berikut ini adalah beberapa kasus yang terpublikasi, kasus pertama dilakukan oleh Ellen
Cook yang seorang mantan bendahara Gereja Episkopat New York yang menggelapkan
dana sebesar US$ 2,2 juta antara tahun 1990-1995 (Korengkeng, 2013).
Kasus kedua adalah kasus korupsi dana pembangunan gereja yang dilakukan oleh dua
orang umat yaitu Pius dan Agustinus di Keuskupan Larantuka pada tahun 2016. Mereka
korupsi dana pembangunan Gereja Paroki Santa Maria Banneaux sebesar Rp 128.033.650
dari total anggaran Rp 1 Miliar (KatolikNews, 2016). Kasus terakhir yang terjadi adalah
pada tahun 2014 dalam laporan yang termuat dalam Tribun Makassar, seorang mantan
Bendahara Gereja Katolik Fransiskus Asisi Paroki Panakkukang Makassar, Joannes
Hardajan melakukan penyelewengan uang gereja dengan mendepositokan uang sumbangan
pada beberapa bank. Joannes Hardajan menyelewengkan dana sebesar Rp 4 miliar antara
tahun 2006-2010 (Ansar, 2014).
Sudah diketahui secara pasti bahwa gereja seharusnya memiliki pengendalian internal
yang baik agar umat gereja memiliki kepercayaan pada gereja untuk mengelola dana yang
diberikan umat. Pengendalian internal yang biasa diterapkan pada organisasi adalah GCG.
Kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam
organisasi gereja yang mengindikasikan bahwa corporate governance belum dipraktekkan
dan diterapkan secara utuh.
Menurut Hartanto (2011) menyatakan bahwa dengan adanya good corporate
governance (GCG) di dalam gereja maka diharapkan agar (1) kinerja gereja lebih
meningkat, (2) pengungkapan segala aktivitas operasi gereja disampaikan dapat lebih
transparan kepada para anggota jemaat dan gembala sektor, (3) agar gereja dinilai
mempunyai kinerja dan nilai yang baik dari waktu ke waktu. GCG juga diharapkan dapat
mencegah terjadinya agency conflict antara pihak pemilik dan manajemen gereja.
Penelitian tentang GCG pada organisasi nirlaba berbeda dengan penelitian yang
dilakukan pada organisasi profit. Peneliti melihat bahwa penelitian mengenai GCG pada
organisasi profit sudah banyak sekali dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh
Putri (2014), memberikan kesimpulan penerapan GCG pada PT Purnama Semesta Alamiah
sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, penelitian yang membahas mengenai GCG pada
organisasi nirlaba khususnya gereja sangat jarang dilakukan, meskipun telah dilakukan
sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Korengkeng (2013), mengambil
kesimpulan bahwa penerapan kelima prinsip GCG pada Organisasi Gereja Daerah
Konferens Manado sudah sesuai dan sudah diterapkan dengan baik. Dan penelitian
Hartanto (2011) mengungkapkan bahwa kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan
responsibilitas Gereja Bethany Lebak Arum sudah memadai.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2014), memberikan hasil bahwa
akuntabilitas dalam organisasi gereja pada posisi dana pemasukan belum secara
keseluruhan dilakukan oleh gereja. Pengeluaran dana pada pos-pos tertentu masih melebihi
anggaran yang telah ditetapkan. Perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan
belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiridotjahjono (2010), ada beberapa kendala
implementasi GCG di Indonesia salah satunya adalah Kendala Budaya. Adanya dan telah
membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (fraud) maupun transaksi
dengan orang dalam hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan
tindakan korupsi dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Kondisi ini
ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan.
Berdasarkan fenomena dan gap dari penelitian-penelitian sebelumnya banyak sekali
yang melakukan penelitian pada Gereja Protestan. Sedangkan penelitian dalam organisasi
Gereja Katolik sangat jarang dijumpai dalam penelitian karena organisasi Gereja Katolik
lebih tertutup dan sangat hirarkis. Dalam penelitian ini, objek yang peneliti pilih adalah
Gereja Katolik Paroki Santo Petrus. Gereja Katolik Paroki Santo Petrus terletak di Jl.
Betawi Raya 1332, Sako Kenten, Palembang 30251. Pemilihan penelitian di Gereja Katolik
Paroki Santo Petrus didasarkan pada pertimbangan ukuran gereja, jumlah umat, dan
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Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Gereja Katolik Paroki Santo
Petrus peneliti menemukan sebuah masalah. Masalahnya terkait dengan perputaran
pengurus gereja. Beberapa pengurus gereja menjabat dengan periode waktu yang panjang.
Pengurus yang menjabat terlalu lama kurang sesuai dengan prinsip GCG yaitu pada prinsip
independensi.
Selain itu peneliti juga melihat bahwa penelitian yang membahas dan membandingkan
mengenai penerapan GCG pada kedua jenis organisasi yaitu, nirlaba dan organisasi profit
jarang sekali dilakukan. Maka dari itu peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Nirlaba Dan
Organisasi Profit Oriented.”
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah penerapan good corporate governance pada Gereja Katolik Paroki Santo
Petrus?
2. Bagaimanakah penerapan good corporate governance pada Bank Central Asia Tbk?
3. Apakah perbedaan penerapan good corporate governance pada Gereja Katolik Paroki
Santo Petrus dan laporan tahunan Bank Central Asia Tbk yang ada di Bursa Efek
Indonesia (BEI)?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan good corporate governance pada Gereja Katolik Paroki
Santo Petrus.
2. Untuk mengetahui penerapan good corporate governance pada Bank Central Asia Tbk.
3. Untuk mengetahui perbedaan penerapan good corporate governance pada Gereja
Katolik Paroki Santo Petrus dan laporan tahunan Bank Central Asia Tbk yang ada di
Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. LANDASAN TEORI
2.1 Teori Keagenan
Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara
manajer (agent) dengan pemilik (principal). Dalam Januar (2016), hubungan yang terjalin
antara agent dan principal serta pemisahan tugas diantara keduanya dapat mengakibatkan
permasalahan keagenan (agency problems). Masalah pertama adalah terjadinya suatu
konflik kepentingan (conflict of interest) akibat adanya perbedaan tujuan di antara agent
dan principal. Masalah kedua adalah terjadinya suatu asimetri informasi, dimana
manajemen sebagai agent mengetahui serta memiliki lebih banyak informasi mengenai
kondisi perusahaan daripada principal. Asimetri informasi juga dapat menyebabkan dua
permasalahan yang terbagi menjadi dua, meliputi (1) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan
yang dilakukan manajemen (agent) tidak seluruhnya diketahui oleh pemilik (principal)
sehingga manajemen dapat bertindak diluar pengetahuan pemilik yang tindakannya
melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau aturan mungkin tidak layak untuk
dilakukan. (2) Adverse selection, merupakan suatu kondisi dimana pemilik (principal) tidak
dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen (agent) benar-
benar bersumber atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah
kelalaian atau kecerobohan dalam tugas. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Good
Corporate Governance (GCG).
42.2 Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) yang dikutip oleh Sari
(2014), bahwa GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang akan mengatur suatu
hubungan di antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternalnya yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan suatu sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan.
Sedangkan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menjelaskan
bahwa GCG dapat didefinisikan sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan
oleh pihak internal ataupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan sebagai upaya
untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka
panjang, dengan memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan suatu peraturan
yang terstruktur yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan pola
hubungan antar pemilik dan stakeholder agar tercipta suatu hubungan yang harmonis yang
bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan ataupun organisasi dalam
jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.
2.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Dalam Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip-
prinsip GCG terdiri atas lima pilar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan untuk mencapai kesinambungan usaha
(sustainability) perusahaan dengan stakeholder.
1. Transparansi (Transparency)
Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan
mengenai perusahaan.
Indikator pedoman pokok pelaksanaannya sesuai dengan KNKG adalah sebagai berikut:
a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat,
dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai
dengan haknya.
b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi,
sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi
pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan
perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian
internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat sistem dan pelaksanaan GCG
serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
perusahaan.
c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (Accountabillity)
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Adapun indikator pokok pelaksanaan akuntabilitas menurut KNKG yaitu:
a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing
pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
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semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan GCG.
c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.
d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang
konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan
sanksi (reward and punishment system).
e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang
bersangkutan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman
perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
3. Responsibilitas (Responsibillity)
Responsibiltas mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
a) Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan
dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
4. Independensi (Independency)
Independensi yaitu suatu keadaan dimana perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Indikatornya sebagai berikut:
a) Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas
dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan
sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b) Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam prinsip kewajaran mengharuskan perusahaan untuk senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan adalah sebagai berikut:
a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan
serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.
c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
2.4 Good Corporate Governance Pada Organisasi Nirlaba
Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang didirikan bukan untuk mencari laba
sebagai tujuan utamanya GCG tidak hanya bisa diterapkan pada organisasi komersial,
tetapi diterapkan juga pada organisasi nirlaba. Hal ini ada tertulis dalam Pedoman Umum
GCG (KNKG, 2006), yaitu pada poin keempat yang mengatakan bahwa sehubungan
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corporate governance di Sektor Publik.
Dalam Nodriawan (2008) yang menyatakan bahwa termasuk juga organisasi sektor
publik adalah lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan sekolah.
Hal serupa juga diungkapkan dalam Bastia (2010) yang memberikan beberapa jenis
organisasi sektor publik yang ada di Indonesia terdiri dari: (1) Organisasi Pemerintah
Pusat, (2) Organisasi Pemerintah Daerah, (3) Organisasi Partai Politik, (4) Organisasi
LSM, (5) Organisasi Yayasan, (6) Organisasi Pendidikan seperti sekolah, (6) Organisasi
Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, (7) Organisasi Tempat Peribadatan seperti
Masjid, Gereja, Vihara, Pura.
2.5 Gereja Katolik
Kata “Gereja” merupakan ambilan kata dari bahasa Portugis: igreja dan berasal dari
bahasa Yunani: eklessia yang bisa diartikan sebagai pengikut Tuhan atau secara umum
gereja diartikan sebagai gedung untuk umat kristiani melakukan ibadahnya. Sedangkan
kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, katholikos, yang mempunyai arti
“keseluruhan/universal” atau “lengkap”.
2.6 Alur Pemikiran
Berdasarkan masalah yang diangkat, serta penjelasan tinjauan pustaka sebelumnya.
Maka penulis menyajikan alur pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.1 Alur Pemikiran
3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Riadi
(2016), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang bukan
berbentuk angka seperti gambar, narasi, artefak, transkip dan lain-lain yang diperoleh
melalui wawancara dengan narasumber, observasi, analisis dokumen, dan diskusi terfokus.
Sanusi (2011) mengatakan bahwa desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian
yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi
ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.
3.2 Objek/Subjek Penelitian
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Bank Central Asia Tbk
3.3 Jenis Data
Menurut Sugiyono (2014), sumber data dapat terbagi menjadi dua jenis data yang terdiri
atas:
a. Data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara
serta observasi langsung dengan pengurus yang ada di Gereja Katolik Paroki Santo
Petrus Palembang.
b. Data sekunder, sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari laporan
tahunan Bank Central Asia Tbk yang ada di BEI tahun 2016.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sanusi (2011), observasi merupakan cara
pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau
kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-
individu yang diteliti.
Sanusi (2011) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara pada
penelitian ini menggunakan informan kunci sebagai berikut yaitu: Ketua Umum, Ketua,
Bendahara Gereja, Sekretaris Gereja, Umat Gereja, dan Akademisi.
Sugiyono (2013) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan situs resmi Bursa Efek Indonesia
(BEI) untuk mengumpulkan data. (www.idx.co.id)
3.5 Teknik Analisis Data
Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1984) dalam
Sugiyono (2013), teknik analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga langkah, yaitu
(1) tahap reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (data display), (3) dan yang
terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).
1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal yang
penting, dicari tema serta polanya, dan membuang hal yang tidak diperlukan. Dalam
mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan
utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.
2. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1  Sejarah Gereja Katolik Paroki Santo Petrus
Pada tahun 1982/1983 Yayasan Xaverius membangun lokasl SD Xaverius 9 di
tempat dimana sekarang menjadi komplek persekolahan Xaverius, yaitu jalan Betawi
8Raya. Dan pada tahun 1983/1984 didirikan TK Xaverius 9 di Kenten. Dengan
adanya sekolah tersebut umat katolik semakin banyak karena berpindah dari tempat
lain ke daerah Sako mendekati sekolah. Pada tahun 1981/1982 pemerintah
membangun Perumnas di Sako. Maka mulailah umat Katolik semakin banyak
berpindah ke Perumnas Sako. Jumlah umat semakin bertambah.
4.1.2  Sejarah Bank Central Asia Tbk
Bank Central Asia Tbk atau biasa kita kenal BCA secara resmi berdiri pada
tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Krisis pada tahun
1997 ini memberikan dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan
yang ada di Indonesia. Akibatnya, pada saat itu bank terpaksa meminta bantuan dari
pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu
mengambil alih BCA pada tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis serta
pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang
sama. Kepercayaan masyarakat kepada BCA telah sepenuhnya pulih dan BCA
diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia pada tahun 2000.
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1  Transparansi
Transparansi yang ada di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus diwujudkan melalui
rapat pleno, pengumuman hasil kolekte setiap sehabis ibadah, kertas INSAP, bukti
penerimaan dan pengeluaran kas berupa nota dan kwitansi, buku pedoman keuangan
gereja, dan juga website.
Transparansi yang ada di terbagi menjadi dua yaitu transparansi kondisi
keuangan serta transparansi non-keuangan.
4.2.2  Akuntabilitas
Akuntabilitas pada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus sudah dilakukan dengan
adanya pembagian tugas dan juga tanggung jawab setiap organ pada Dewan
Pengurus Paroki melalui Buku Pedoman Dewan Pastoral Paroki (DPP), serta telah
dilakukannya audit terhadap laporan keuangan Gereja setiap dua tahun sekali.
Bank Central Asia Tbk sudah menetapkan tanggung jawab dan pembagian tugas
(job desk) yang jelas bagi setiap organ organisasinya. Hal ini terlihat dari struktur
organisasi Bank Central Asia Tbk yang telah membagi tugas-tugas tiap organ
perusahaan. Bank Central Asia Tbk juga telah menetapkan secara rinci serta jelas
tugas dan tanggung jawab masing-masing organ organisasi. Bank Central Asia Tbk
juga telah melaksanakan audit dalam kegiatan perusahaannya.
4.2.3  Responsibilitas
Responsibilitas di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dilaksanakan dengan cara
adanya pengeluaran untuk biaya kematian, pendidikan, dan juga kesehatan bagi umat
gereja.
Program kegiatan sosial yang dilakukan Bank Central Asia Tbk selama tahun
2016 difokuskan pada tiga pilar, sebagai berikut:
1. Pilar Solusi Cerdas, antara lain:
a) PPA Non Degree (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar)
b) PPTI Non Degree (Program Pendidikan Teknologi Informasi non-gelar)
c) Pemagangan Bakti BCA
d) Sekolah Binaan Terintegrasi
e) Beasiswa Bakti BCA
f) Edukasi perbankan dan kemitraan dengan lembara lain terkait pendidikan, serta
sumbangan/donasi kepada lembaga pendidikan lainnya.
2. Pilar Solusi Sinergi, antara lain:
a) Budaya
b) Bidang Kesehatan
•Layanan Operasi Katarak – Bakti BCA
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•Kemitraan Layanan Kesehatan Masyarakat Bakti BCA
c) Bidang Pelestarian Lingkungan
d) Program Empati Bakti BCA berupa sumbangan untuk korban bencana alam,
serta program olahraga.




Gereja Katolik Paroki Santo Petrus masih memperbolehkan pengurus mempunyai
hubungan darah dengan pengurus lainnya, tetapi tidak dalam satu bidang yang sama.
Pengurus Gereja juga mempunyai masa jabatan seharusnya tiga tahun. Tetapi
berdasarkan wawancara dengan pengurus, baik Bendahara ataupun Sekretaris Gereja
mempunyai masa jabatan yang melebihi masa jabatannya.
Yang penulis lihat pada laporan tahunan Bank Central Asia Tbk ada satu anggota
direksi yang memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan pemegang saham
pengendali.
4.2.5  Kewajaran dan Kesetaraan
Gereja Katolik Paroki Santo Petrus sudah memberikan kesempatan kepada umat
untuk memberikan masukan serta pendapatnya. Sedangkan dalam kepengurusan,
gereja juga sudah memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pengurus.
Pada Bank Central Asia Tbk untuk memperhatikan serta juga menjaga
kepentingan para pemegang saham, Bank Central Asia Tbk terus memberikan
kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
pendapatnya kepada pihak manajemen dengan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS).
4.3 Pembahasan
Prinsip transparansi yang ada di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central
Asia Tbk sudah diterapkan dengan baik. Penerapan prinsip transparansi pada Gereja
Katolik Paroki Santo Petrus telah diwujudkan melalui Rapat Pleno, pengumuman pada saat
selesai ibadah, kertas INSAP, adanya bukti penerimaan dan pengeluaran kas berupa nota
dan kwitansi, website, serta terdapat Buku Pedoman Keuangan Paroki yang mensyaratkan
bahwa transparansi harus diterapkan pada keuangan gereja. Sedangkan pada Bank Central
Asia Tbk prinsip transparansi terbagi menjadi dua yaitu transparansi kondisi keuangan dan
kondisi non keuangan, yaitu melalui laporan tahunan, leaflet, brosur, ataupun melalui
hotline service/call center atau website.
Menurut hasil wawancara dengan Astrid (2017) selaku Akademisi menyatakan bahwa
letak perbedaan dalam prinsip transparansi antara organisasi profit oriented dan organisasi
nirlaba terletak pada: Organisasi profit motif harus lebih transparan kepada investor. Tapi
terkadang transparansi ini sulit untuk kita ketahui apakah benar-benar transparan atau tidak.
Dikarenakan perusahaan profit bertujuannya untuk mencari profit maka perusahaan
tersebut tentu saja memerlukan modal dan mereka harus menarik banyak investor.
Sedangkan apabila organisasi nirlaba yaitu Gereja, mereka bertanggung jawab sepenuhnya
kepada umat Gereja.
Dari paparan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam prinsip
transparansi  yang diterapkan oleh organisasi profit dan nirlaba, letak perbedaannya hanya
terletak pada kebenaran akan transparansi itu sendiri serta terletak pada siapa organisasi
tersebut melaksanakan tanggung jawabnya.
Prinsip berikutnya merupakan prinsip akuntabilitas. Dimana akuntabilitas merupakan
suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban tiap organ sehingga
pengelolaannya dapat terlaksana dengan baik. Pada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan
Bank Central Asia Tbk prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. Akuntabilitas di Gereja
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diwujudkna melalui adanya Buku Pedoman Dewan Pastoral Paroki (DPP) yang di
dalamnya terdapat tugas-tugas dan wewenang masing-masing pengurus Gereja. Selain itu
akuntabilitas Gereja juga diwujudkan melalui adanya audit terhadap laporan keuangan
Gereja yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Palembang setiap dua tahun sekali. Pada
Bank Central Asia Tbk, akuntabilitas terlihat pada struktur organisasi yang telah membagi
tiap-tiap tugas serta terdapat juga rincian tugas dan wewenang tiap-tiap organ serta telah
melaksanakan audit atas laporan keuangannya.
Astrid (2017) selaku Akademisi, menjelaskan letak perbedaan prinsip akuntabilitas pada
organisasi profit oriented dan organisasi nirlaba: Dalam organisasi profit, struktur
organisasi serta tugas dan tanggung jawab tiap-tiap organ perusahaan itu sudah jelas dan
akuntabel. Manajer harus bertanggung jawab kepada pemilik. Sedangkan apabila Gereja,
struktur organisasinya belum terlalu jelas jadi akuntabilitasnya belum bisa terlalu banyak
dibandingkan dengan organisasi profit. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa,
perbedaan terletak pada struktur organisasinya. Dimana struktur organisasi pada organisasi
profit lebih jelas dan akuntabel. Sedangkan pada organisasi nirlaba yaitu gereja struktur
organisasinya masih belum terlalu jelas.
Prinsip yang ketiga yaitu prinsip responsibilitas. Prinsip ini terkait dengan tanggung
jawab sosial yang dilakukan organisasi/perusahaan terhadap lingkungan maupun
stakeholders. Pada gereja prinsip ini diwujudkan pada tiga (3) bidang yaitu untuk dana
kematian, pendidikan, dan kesehatan bagi umat yang kurang dalam finansialnya. Pada
Bank Central Asia Tbk prinsip ini sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan banyaknya
program yang dirancang untuk masyarakat luas. Programnya terdiri atas pemberian
beasiswa, kesehatan, dan juga program terkait dengan pengembangan bisnis.
Menurut Astrid (2017) yang selaku Akademisi, menjelaskan letak perbedaan prinsip
responsibilitas pada organisasi profit oriented dan organisasi nirlaba: Kalau prinsip
responsibilitas menurut saya organisasi profit itu lebih baik, karena terdapat program CSR
(Corporate Social Responsibility) yang harus dijalankan terutama bagi perusahaan-
perusahaan yang sudah go public.
Prinsip keempat yaitu independensi. Pada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus prinsip ini
belum dapat diterapkan dengan baik. Dimana Gereja masih memperbolehkan pengurus
mempunyai hubungan darah dengan pengurus lainnya, walaupun tidak dalam satu bidang
yang sama. Dalam hal lamanya periode yang diberikan kepada pengurus juga dapat
mengurangi independensi di dalam Gereja. Pada Bank Central Asia Tbk, independensi
sudah diterapkan dengan cukup baik. Karena mayoritas anggota Direksi tidak memiliki
hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direksi lainnya.
Astrid (2017) yang selaku Akademisi, menjelaskan letak perbedaan prinsip
independensi pada organisasi profit oriented dan organisasi nirlaba: Pada prinsip
independensi organisasi profit lebih independen karena dalam mengungkapan hubungan
keluarga ataupun hubungan keuangan sudah ada tertera dan jelas dalam pernyataan
independensi anggota. Dalam organisasi profit juga biasanya lebih ketat dan memberikan
persyaratan bahwa dalam perusahaan tidak boleh mempunyai suatu hubungan
keluarga/keuangan. Jika pada organisasi nirlaba biasanya tidak terdapat hal ini. Dapat
penulis simpulkan bahwa pada organisasi profit pengawasan lebih ketat dengan
memberikan persyaratan agar setiap anggota perusahaan tidak mempunyai hubungan
keluarga/keuangan dan juga terdapat pernyataan independensi pada anggota direksi.
Sedangkan pada organisasi nirlaba tidak ada.
Dan prinsip yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan. Pada Gereja Katolik Paroki
Santo Petrus prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. Gereja memberikan kebebasan
untuk umat memberikan pendapat dan kritik yaitu melalui Rapat Pleno, langsung menemui
Pastor Paroki, melalui kotak kritik dan saran, telepon, serta surat. Gereja juga memberikan
hak yang sama dimana setiap umat boleh mencalonkan dirinya untuk menjadi pengurus
paroki. Pada Bank Central Asia Tbk prinsip ini sudah diterapkan dengan baik. Prinsip ini
diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
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Menurut Astrid (2017) yang selaku Akademisi, menjelaskan letak perbedaan prinsip
kewajaran dan kesetaraan pada organisasi profit oriented dan organisasi nirlaba: Kalau
prinsip kewajaran dan kesetaraan ini saya rasa stakeholders organisasi nirlaba lebih bebas
memberikan pendapatnya. Kalau di perusahaan profit biasanya dikendalikan oleh
pemegang saham yang paling besar dan punya controlling interest. Dapat di simpulkan
bahwa perbedaannya terletak pada adanya controlling interest pada organisasi profit yang
dapat mengurangi kebebasan stakeholders untuk menyampaikan masukan dan
pendapatnya.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berlandaskan pada pembahasan atas penerapan good corporate governance yang ada di
Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan juga pada Bank Central Asia Tbk, maka berikut ini
merupakan simpulan yang dapat penulis tarik:
1. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang telah diterapkan oleh Gereja Katolik
Paroki Santo Petrus terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta
kewajaran dan kesetaraan. Tetapi terdapat satu prinsip yaitu independensi yang belum
bisa diterapkan oleh Gereja dengan baik.
2. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang telah diterapkan oleh Bank Central
Asia Tbk meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta
kewajaran dan kesetaraan. Tidak ada prinsip yang belum diterapkan oleh Bank Central
Asia Tbk.
3. Perbedaan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara Gereja
Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central Asia Tbk ada pada kelima prinsipnya
yaitu terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta
kewajaran dan kesetaraan.
5.2 Saran
Berlandaskan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran
yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
a. Bagi Bank Central Asia Tbk
Good corporate governance (GCG) yang telah disusun dan diterapkan oleh
organisasi juga perlu disertai oleh konsistensi/kesesuaian serta evaluasi secara
menyeluruh dan juga rutin agar tetap ada stabilitas penerapan good corporate
governance yang baik dari waktu ke waktu.
b. Bagi Gereja Katolik Paroki Santo Petrus
Perlunya pembentukan dan pembuatan Komite Audit pada Gereja Katolik Paroki
Santo Petrus yang berfungsi sebagai pengawas independen di dalam Gereja. Dan
melakukan perputaran anggota sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
c. Bagi Penelitian Berikutnya
Penelitian berikutnya penulis berharap akan dapat melangsungkan penelitian pada
suatu objek yang lebih besar daripada penelitian yang dilakukan saat ini. Serta
diharapkan pula dapat menunjukkan dan mengungkapkan setiap laporan-laporan
yang terdapat pada organisasi yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian.
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